PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Mcnia bang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MEMTERI DA AM NEGEP!

be .wwu un uk n 2li nsanakai ketentt an Pas | 81 Jn lal g-Ul d. ng
Nc¢ mor 23 Tah a Z 006 tentza g Ar m 1is' -asi K :pe’ di du <an p« rlu
menetaphan Perawran Mente., Dalam Ncgerl «ehang Fcdonman
Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

1

Undang-Undang . Memor .32 Tahun 2004 tentang
Yerer ntarar Dazral (Le nbzran [legara Republik Indonesia
Tenuar 2024 lwuino 225, Tan hahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
lah in 2008 t:ntanz; 2¢ruka.an t.edua Atas Undang-Undang
Nonior 32 '“~hun (04 teniairg Pemerintahan Daerah
welmivaraii Negaia Repuuiik Indoncesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4:84.4);

UrZin=Undang *omor 20 Tahin 2006 tentang Administrasi
Kepenuudunan (Lembaran wegara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Noino 4€7a);

Uacnz-Urdarg  llonicr 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lemparan Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
lleg;are Reouk lik naonesic New or 172;

Uruan;=Undang nomor 3¢ Ta'n n ©.008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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11.

Menetapkan : PERATURAN

PEND/.TAAL!

Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Layc.e.Jdar ... Pend .ge Ylangan  Bencana; (Lembaran
Neia a Fk>3p blik In¢oinesia Tih. 277S%: *lor.. v 17,
~.mkihan e .waran N :gara Nc no 489):

Perat irar Pr siden No.or 3 "ah.n ()8 tel ta. ¢ a an
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
ler >alatan Siail:

Kestusan Frecillen Nomor 111 Tahun 1999 tentang
Pembinaan nesejanteraan susidl hkomunitas Adat Terpencil;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
denelolaan lormas /iddmiristiasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

MENTER  D/ALAM  N:GER TENTANG PEDOMAN
CAn PEMNEEB 1nN DCKIM'.N “EPENDUDUKAN BAGI

PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BB |
K:TEHTLA 'INIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Meniz:Ziniyarg i nal sud cengan:

1.

Penduduk adalah vvarga Negara Inuonesia dan Grang Asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.



o

10.

11.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami
hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh
bencana alam dan korban bencana sosial.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas
atau Surat Keterangan Kependudukan.

Pengungsi adalah oré 1g «ta se. elc npok orz g yng terpaksa atau dipaksa
ke'uor - ari timoat tigge ay 1 unt ik iangka ' aktu yi g sen'm posti s€ sagai
=l b&:ien pa. “uruk | encanc

sencana adaian peristiwa atau rangkaian pensuwa yang mengancam uan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan lampal. pi ko logis.

Bencana Alam ad.ich Eencarna j;ang diukikaticar. 0.2, perictiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletug, banj'r, kekeringia, angin izyan fan toneh lzigsor.

Bencana Sosial < (alan b :nci:ne yaag aie kioatl a o'2l1 L« ristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Orang Terlantar aaiah ner“'dik yan$ '~ 'ena s 1itu s ebol) sehingga tidak dapat
memenuhi kebutui.annyaseca.u Wa,ar, baik rohuni, ;asrnali maupun sosial.

Komunitas Terpe:2il adaleh Lelompok sosis! bufsa yang bersifat lokal dan
terpencar serta -'rang atan helun "erina: dalira ja ingai dan pelayanan baik
sosial, ekonomi niaupu: pHlit k

Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah
identitas sementera yc hg dicerikan kesaia pe ndaruk »:1g angsi, korban bencana

dan korban benci ha svsial = caerah seziga scleh sutu s/arat penerbitan Kartu
Keluarga dan Kartu randa Penduuuh yaiig hilang atau rusah.



12.

13.

14.

16.

17.

Surat Keterangan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat SKPS adalah surat
keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan
korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara
dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil
yang hilang atau rusak.

Surat Keterangan Orang Terlantar, selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan
kepada orang terlantar yang telah didata.

Surat Keterangan Tanda Komunitas, selanjutnya disingkat SKTK adalah identitas
sementara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang
diberikan sebelum dokumen kependudukan resmi diterbitkan kepada komunitas
terpencil yang telah didata.

Dokumen Kependudul an  d¢ an ‘ok imen resr .1 yc g diterbitkan oleh Instansi
rv'a sé a yeag memounv i eku: ta 1 hukum sebagai <wa’ vkt avter uk ya g
“..as Il aa Ja.. ~elayar an Pen laftal an Pendudu. dan Pe ica ~*~ S$i-

rendataan aaalah upaya mengumpulkan data penduduk pengungsi, korvan
bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

Tim Pendataan adalah Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan yang dbeitu< clel I'amerinian, Fomerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabt paten, Ket= Inttk malhku<ar Perdavaan Penduduk Rentan
Administrasi KepciZuddakaun deiam rangke p2nertizzn ‘dai. penerbitan dokumen
kependudukan.

B/\B |
RUANG LINGKUP

Pasal &

Ruang Lingkup pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk
rentan administrasi kependudukan, meliputi:

a.

Pendataan dan oenerbtan dokunear K2penaulikar Lajfi pengungsi, korban
bencana alam, den ber.cana : 0iial; da

Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dan
komunitas terpenc?



Pasal 3

(1) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, untuk kabupaten/kota menjadi kewenangan dan
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan pada awal
tahap rehabilitasi.

BAB Il
PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENGUNGS!/ ..c?B: .. -“NC ..... ALAM _-I BENCANA SOSIAL

Bagiin <iwuma
Jnum

Pasal 4

(1) Pendataan terhadap pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial
dilakukan oleh Tin.

(2) Tim Pendataan lagi 22n,u)gsi, «0ordia: bencira 7lin, dan bencana sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri aari:
a. Tim Provinsi; dan
b. Tim Kabupaier/Ko'a.

(3) Tim Provinsi sekagiimana Jirmaksuc pasa eyet /2 hirif a, berkedudukan di
Provinsi.

(4) Tim Kabupaten/K(.wa s2bé gg-mina linak.uu ,aCa ayot| 2) huruf b, berkedudukan
di Kabupaten/Ko z.

Pasal 5

(1) Tim Provinsi sebafaiinena litnaksuc ca'an Pesil 4 1:at (2) huruf a dengan
susunan keanggo aan ¢ :b7 gci heril ut:

a. HKetua;
b. Sekretaris; dro=
c. Anggota.



(2)

(3)

(4)

(5)

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris
Daerah.

Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala
Biro/Kepala Dinas yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Anggota Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari
Pejabat Instansi Terkait.

Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 6

Tim Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas:

~ 0 o

(1)

(2)

(3)

(4)

mengkoordinasikan 7 %s¢ . ‘ataan 'an  penerbitan dokumen
'~pendi*dul-ar:

.. m aiiitusi, ~laksal aan pe data in

=.¢'ak an ka. -.aluas pelaks 4h [ :ndataan;

menerima laporan hasil pendataan kabupaten/kota;

mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari kabupaten/kota; dan

membuat laporan sec: ra pe. <a a atas 1a: | peadiitz.an p .ncuduk.

Pasal 7

Tim Kabupaten/K)te sejsagiimana dinaksdac daleny Fasial 4 ayat (2) huruf b
dengan susunan kea 2 3¢ taa scbe gai = 'ril.ut:

a. HKetua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Ketua sebagaimena di'neksic nala ¢ya (L) wrwf o | jabat oleh Sekretaris
Daerah.

Sekretaris sebage uniara lin.aksud pada ~yat (2) liu'ur b lije bat oleh Kepala Dinas
Kependudukan de¢ .. Peacatatan Sip |.

Anggota Tim Kabupaten/Kota sevagaimana annaksuu pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
atas:
a. Badan Pusat !itati til ;

b. Satuan Kerja *erancka.caral yaas, n enangani v L scll kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat, sosial, bencana, kesehatan, pendidikan,
pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
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(5)

Tim

® 2 0 T o

—

(1)

(2)

(3)

c. Camat.
Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 8

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
menetapkan lokasi pendataan;

menyiapkan print out data keluarga dan data agregat penduduk;
melakukan bimbingan teknis bagi petugas pendata;

melakukan pendataan;

melakukan perekaman sidik jari;

~elakukan verifikasi « an \al lasi lai 1 hasil is an fc:mu'r rondat~an FR-1.01)
dactai fo n uliv biodi *~ = :ncuduk W © 7:1.01 ;

m: ng )0 «iinasik an pe 1erbitai SKF (1 « an SKPS;
mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan; dan

membuat laporan secara berkala berdasarkan hasil pendataan.

Bagiar K:lua
[oruner Kep:znducukai

Pasal 9

Bagi pengungsi, <0 ™ 1\n bencina al>*), dar ben:ina :osial diberikan SKPTI
dan/atau SKPS.

SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai identitas
sementara penggiinti ' K Jai’a au (TF yz.1 g h lar g ata i 11usak.

SKPS sebagaimeéna c¢imiiks il pada ayat (1) direlikon sebagai pengganti
sementara Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

[’asal 1)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengajukan permintaan
kepada Pemerintah seci'ai dengan jumlah vang dihutuhk~n, herupa:

a. formulir Pendataar Tenliduk Korban Bare:na (FF-L.01);

b. formulir Surat Pernyataan Kehilangan vokumen (FR-1.02);



c. Blangko Surat Keteragan Pengganti Tanda ldentitas (BR-1.01); dan

d. Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (F-2.01).

(1)

(2)

(3)

(h

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial untuk
mendapatkan SKPTI mengisi:

a. formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01); dan
b. formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02).

Lampiran Surat Pernyataan HKehilangan Dokumen (FR-1.02) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk
setempat yang datar ;. ~ud ° ‘erel dalan- . ~tabase kependudukan dan
~ancudk per-~tang.

.3 Fewuu '~ sete npat 'ang di:tanya b¢lum te eki o da', la’aba: e
ke rer " uc ikin ¢ 2lain mengic | for nu ir sebaga mar. (imcksrd pa‘a ayct (7)),
mengisi formunr F-1.01.

Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan korban bencana sosial
setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
diphoto oleh Petu;c.c.

SKPTI sebagaimaia dirak~ d dalim P:~al ¢ aret (2) diterbitkan paling lama 7
(tujuh) hari kerja scielai pengisian eirmulit sebagan..ana aimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3).

SKPTI sebagain ara (i maksud ¢aliim [’asal 2 ayat (2] litadatangani oleh Kepala
Dinas Kependud i1 <a'. Zall Penc: tatan Z:)il

Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhalangan,
Sekretaris atau Kenala Bidang Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan S pil dapat 1 er ancate ngeni SKPII.

SKPTI sebagaima~2 diatsul dalor Pasal D ¢yt /2] borlaku selama 1 (satu)
tahun sejak diterbitkan.

Pasal 7.2
KK dan KTP dib*'-an kepali-rercdargsi, o.ban bncara alam, dan bencana
sosial yang telah berdomisili tetap.

Untuk mendapatiian (K dea F TP sel agoime na dimok.uc pada ayat (1) sesuai
dengan peraturar pcrunfa:e uadaigan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menarik SKPTI bersamaan dengan
penyerahan KK dan KTP.

8



(1)

(2)

(3)

(4)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 13

Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial untuk
mendapatkan SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) setelah
mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhalangan,
Pejabat Pencatatan Sipil atau Sekretaris atau Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menandatangani SKPS.

SKPS sebagaimana di nak. u¢ paau a at (1) ber aku ‘elama 1 (satu) tal un sejak
di 2ritl.an

Fas 114

Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil diberikan kepada pengungsi, korban
bencana alam, dan bencana sosial oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di domisilinya.

Kepala Dinas Kepend idiikiaiy can er cacatar Sidi. sedii3a mana dimaksud pada
ayat (1) berkoord nasi den;za Aepala [.:.0s llepeaduddt ka dan Pencatatan Sipil
tempat diterbitkannya hutipai rertaina Akiua Pencawatan Sipil.

Koordinasi sebagaimana dimaksud nada avat (2) dilakukan secara tertulis dengan
mengikutsertal ar fctokopi lleg ster Alcia Penca.ataa Vip .

Untuk mendap tkan  [futipar, becdua (Akte Pecatcten  Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudu nan da/i Poncata an Siy//l nc:neri'c sar .t b eterangan Pencatatan
Sipil bersamaan ( c..gen penvelahen Kutinan (ecua Al ta ? :ncatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Jeniv diin 2 pesifikasi Foimuar ¢ n glen J%o
Penc awaai Jar: Veaertitar I'akimen Kepeiudukan

Pasal 15

(1) Jenis formulir dar -*laag«o et dataar caa Pzncroitai Lo <umen Kependudukan

menggunakan:
a. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.02);

9



b. Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.01);
c. Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (FR-2.01); dan
d. Blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (BR-1.01).

(2) Spesifikasi Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. bahan baku kertas : HVS
b. ukuran :A3 (25,7 cm x 36,4 cm)
c. jumlah rangkap : 2 (satu) rangkap

(3) Spesifikasi Formulir Surat Pernyataan HKehilangan Dokumen Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. bahan baku kertas : HVS
b. ukuran : Folio (21,5 cm x 33 cm)
c. jumlah rangkap © oatu _kap

(b <,.=s’fik si Fe...ulir S irat (e eran ‘al Pencata an Sipil < 2k . qir .2 © n7.ud
r-Jaa et 1) ~uruf e n copudti:

a. be'al pacul ertas HV¢ 8(C gram
b. ukuran : Folio (21,5 cm x 33 cm)
c. jumlah rangkap : 1 (satu) rangkap

(5) Spesifikasi Blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas sebagaimana
dimaksud pada a' au (:.) Fur.f d me iputi:

a. bahan baku k :rtas : (arton VI~ la

b. ukuran :Yycmx6,5cm

¢. jumlah lembar : 1 (satu) lembar
Pasar 1€

Formulir dan blangko pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan
sebagaimana dimaksL d da'ari Fesel 1C teicartun déle m L arap ran yang menjadi satu
kesatuan dari Perature n Men.er i i.

Bagian Kelima
Pe.aporar He sil Per.actear.

b=a' 17
(1) Tim Kabupaten/'“~*e me'aporkan kenac~ Purzti/*Va'ikota melalui Dinas

Kependudukan dec n Peacaté.tan Sip | se ticip. miaggu der gan .embusan Tim Provinsi
dan instansi terka t.

10



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam
Negeri melalui komponen yang membidangi urusan kependudukan dan
pencatatan sipil setiap tanggal 7 dan tanggal 21 setiap bulan.

Tim Provinsi melaporkan kepada Gubernur setiap minggu dengan tembusan
instansi terkait.

Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui komponen yang
membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil setiap tanggal 14 dan
tanggal 28 setiap bulan.

Pelaporan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Provinsi berbentuk rekapitulasi hasil
pendataan pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial.

Format pelaporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

A ..
I ZNDA AAN )AN PE IERE TA N DOKUM ‘N KE ’E \D 'DUKZ N
B-~.77ORANG TERL ... AR LAN KOMUN.™ "5 TLRPL:"ZIL

Bagian Pertama
Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil

Fasal Lt

Pendataan terhadap Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil dilakukan oleh Tim
Pendataan Orang Terlantar dan Kamuynitas Tarpep-il.

Tim Pendataan Jrang Terlar tar dan Korauratas Terpenci < coagaimana dimaksud
pada ayat (1) bet'cteciud 1l'=1 \'i kabapiaten, “~ti.

Pasal 19

Tim Pendataan Oiang crleintar dai: Koraunite s Tewver.c | L.:bagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:

a. HKetua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Anggota.

Ketua Tim Penda aan Oran3 Terlar tar diax Kom iritas * orp encil Kabupaten/Kota

sebagaimana dirhakstc¢ r.2.'a ayat (7, huuf «, dijik=t oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan rencatatan sipil.

11



(3) Wakil Ketua Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh
Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Kesos.

(4) Sekretaris Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

(5) Anggota Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

atas :
a. Badan Pusat Statistik;
b. Kantor Departemen Agama di kabupaten/kota;

¢c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan, satuan
polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan
masyarakat dan desa; dan

d. Camat.

Fas 120

Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

a.

- o 20

(1)
(2)

mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan orang terlantar dan komunitas
terpencil dengan Cairiat/Lu ah 'Kepali [esa, Az2paic Racan Perwakilan Desa,
Tokoh Masyarakat Zar. leriwajfa $iwedava N asrrakal (L5M) yang bergerak di
bidang kemasyaral 2tan ~et:m) t-

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendataan orang terlantar dan
komunitas terpeicil

melaksanakan biim)ing.n tekis sengis:aa fermuair der cue o ernyataan;
melaksanakan peldataan perisuwa Kepenauudhan aarn perisawa penting.
Melakukan perekaman sidik jari; dan

membuat laporan secara y ericdili bedasa’b:an hasil perdataan.

Bagian Kedua
Penerbitan Dokumen Kependuduxan

Pasal ? .

Bagi Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil diberikan SKOT dan SKTK.

SKOT sebagaimaia cimaksid pada ayqa (1) bt kan rerupakan bukti legalisasi
domisili orang ter anta..
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(1)

(2)

(3)

(4)

)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 22

Penduduk Orang Terlantar untuk mendapatkan SKOT mengisi atau diisikan oleh
Petugas:

a. Formulir Pendataan Orang Terlantar (FR-1.03); dan
b. Formulir Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (FR-1.05).

Bagi penduduk Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
pernah mengisi formulir Biodata Penduduk WNI (F-1.01) mengisi atau diisikan
formulir dimaksud oleh petugas.

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat penerbitan Blangko
SKOT (BR-1.02).

Surat Keterangan Orang Terlantar diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

Fais |23

S are! poierite 1 Kut oan Ak a Ke ah ‘an anak « yang (el an ar szt ags b ril ut:
a. mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan kode F-2.01; dan

b. memiliki SKOT.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

sebagaimana di nakiuc p:de ayat 1) deniar 'nenujucan SKOT bersamaan
penyerahan Kutijan Ak'a I‘e'anira.

Pasal 24

Penduduk Komuriité.s Terpenci untulk inerdajitkan LKIl-mengisi atau diisikan
oleh Petugas, formui lir:

a. Formulir Pendataan Komunitas Terpencil (FR-1.04); dan
b. Formulir Sura i crayeta: n Pengakiar. Key aic Sunt/ \di t (FR-1.06).

Bagi Penduduk k umunias 1=2raen:il sier=2aimana dilnarsud pada ayat (1) yang
belum pernah n.z:gis. formu..; b.cuaia Peadudu!s WNI (F-1.01) mengisi atau
diisikan formulir dimaksud oleh petugas.

Formulir sebagaimana cim: ks id fadayat 1) 3¢ bagai ¢« 'alat penerbitan Blangko
SKTK (BR-1.03).

SKTK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fasil 24

KK dan KTP diberikan kepada komunitas terpencil yang telah berdomisili tetap
dan telah memiliki SKTK.
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(2)

(3)

(1)

2)

(1)

2)

3)

(4)

Untuk mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menarik SKTK bersamaan dengan
penyerahan KK dan KTP.

Pasal 26

Kutipan Akta Pencatatan Sipil diberikan kepada komunitas terpencil yang telah
memiliki KK dan KTP.

Untuk mendapatkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis .....Sp ..../asi _....ulird- .. .'angko
P_."dataa dar P nerb ‘ai Dokume | Kepcn'y dv’ .1

Fas |27

Jenis formulir dan blangko pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
bagi Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil menggunakan:

a. Formulir Pendataan Orang Terlantar (FR-1.03);

Formulir Penc ataa l.oraun tas Teipencil (FR-104)

Formulir Sura: Pernyvataar Tidai- Mernn ki Jdol:.ume £e’ endudukan (FR-1.05);
Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Suku/Adat (FR-1.06);

Blangko Sur-at Xe‘2rengen Croo g Terlanior (B2 2.C2);de

Blangko Surat Ketere ngen Tanda k.o nuaiteé s (BR1.03).

-~ o a0

Spesifikasi Formulir Penaataan Orang 1eriantar sepagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. bahan baku k :rtas : VS
b. ukuran A3 (25.7 o x36, 1 ~m)
c. jumlah rangkap : 2 (dua) rangkap

Spesifikasi Forn uiv Pend.tain Korauritar, Te pracil sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) hut =59 inclipui:

a. bahan baku k2itas )
b. ukuran :A3 (25,7 cm x 36,4 cm)
c. jumlah rangkap : 2 (dia) rarizka)

Spesifikasi Form ilir Surat reravaiaan 1icak Merbilivi Do <cumen Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
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a. bahan baku kertas : HVS
b. ukuran : Folio (21,5 cm x 33 cm)
c. jumlah rangkap : 1 (satu) rangkap

(5) Spesifikasi Formulir Pengakuan Kepala Suku/Adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:

a. bahan baku kertas : HVS
b. ukuran : Folio (21,5 cm x 33 cm)
c. jumlah rangkap : 1 (satu) rangkap

(6) Spesifikasi Blangko Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. bahan baku kertas : Karton Manila
b. ukuran :9x6,5cm
c. jumlah lembar “ooatul T Dar

7)< pedifil asi B’ 3ko S irat e 2rang ar Tanda K munita¢ ek _..air.. 2. n7.ud
rde asot 4, “uruf fr c.puuti

@ bilia be<u! ertas Kar on Aanila
b. ukuran :9x6,5¢cm
c. jumlah lembar : 1 (satu) lembar
Fasal 23
Formulir dan blang!ic- pendataci Jun’ penarb.tas cokamen kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan
ayat (3), tercantum dalan Lemp’rar 22 nen;alli Deg.on vang tdak terpisahkan dari

Peraturan Menteri in..

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil Pendataan

Fasal 22
(1) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasci 19 menyusun laporan dan

rekapitulasi hasil pent'at iali

(2) Tim Pendataar msz=iarur<en  kepauo  Buneti/V/alicota melalui  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tanggal 1 November dengan tembusan
instansi terkait.

(3) Bupati/Walikota t~elapo ken kepaca Cuhernur sct ap 1a13gal 1 Desember.
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(4) Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui komponen yang
membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil setiap tanggal 15
Desember.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk
rentan administrasi kependudukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BA ., v
AF TENT JA | PENUTU °

Fas 131
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan

Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan
Penduduk Korban Ben:ar.a 4 Daer: h ciciiout dar ¢inyat . ke n tidak berlaku.

(2) Peraturan Menter ini myla’ verlaku pa ¢ wengal d.tetr.p ket .

[1iteia .ke n di Jakarta
}ade targgal

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI
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